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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada dasarnya kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun sekaligus dapat 

terjadi pada siapapun tanpa memandang umur dan jenis kelamin. Anak-anak 

merupakan korban yang rentan menjadi korban dalam tindak pidana atau 

kejahatan dikarenakan fisik anak yang terbilang masih sangat lemah dan 

membutuhkan perlindungan dari orang dewasa.1 

Kamus Umum bahasa Indonesia memberikan pengertian anak secara 

etimologis yaitu manusia yang masih kecil ataupun keturunan kedua.2 

Pengertian anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu: 

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan”.3  

Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana definisi  anak yaitu: 

“Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) 

tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim 

boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang 

tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu 

hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah 

dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman”.  

 

 
1 Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), hlm. 

201 
2  Kamus Besar Bahasa Indonesia 
3 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 

LN. No. 297 Tahun 2014, TLN. No. 5606, Ps.1. 
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Dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1979 Tentang Kesejahteraan Anak berisi ketentuan yang menyatakan bahwa: 

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam 

kandungan maupun sesudah lahir. Anak berhak atas perlindungan 

terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat 

pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.4 

 

Tabel 1.1 

Data Kasus Kekerasan Fisik Terhadap Anak di Indonesia Tahun 2019-2022 

 

No. 

 

Tahun 

 

Jumlah Kasus Kekerasan 

Terhadap Anak 

1 2019 4369 

2 2020 6519 

3 2021 5953 

4 2022 4683 

Sumber: Data KPAI  (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)Tahun 2019-2022 

 

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) beberapa 

tahun terakhir ini kasus kekerasan terhadap anak masih dalam angka yang besar. 

Kenaikan signifikan ini mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Dari 

tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 sempat mengalami penurunan akan tetapi 

masih terdapat cukup banyak kasus. Pada tahun 2019 terjadi 4369 kasus 

 
4 

 Indonesia, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, UU No. 4 Tahun 1979, LN No. 32 

STahun 1979, TLN No. 3143. Ps. 2.  
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kekerasan, tahun 2020 ada 6519 kasus, tahun 2021 ada 5953 kasus, tahun 2022 

ada 4683 kasus.5 

Kejahatan yang kerap terjadi terhadap anak adalah kekerasan seksual 

terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak adalah bentuk penyiksaan anak 

untuk rangsangan seksual. Ada beberapa bentuk kekerasan seksual anak, yaitu:6 

a. Meminta anak melakukan perbuatan seksual 

b. Menunjukkan alat kelamin yang tidak pantas kepada anak 

c. Menunjukkan pornografi terhadap anak 

d. Berhubungan seksual dengan anak-anak 

e. Bersentuhan langsung dengan alat kelamin anak (kecuali dalam situasi 

tertentu seperti saat menjalani pemeriksaan medis atau dalam konteks non 

seksual) 

f. Menggunakan anak untuk memproduksi pornografi 

g. Eksibionisme, atau mengekspos alat kelamin sendiri kepada anak  

h. Sodomi, yaitu melakukan penetrasi seksual pada anus  

i. Pemerkosaan, yaitu pemaksaan hubungan terhadap anak 

j. Pencabulan, yaitu melakukan tindakan asusila dengan cara meraba-raba atau 

memasukkan jari ke dalam alat kemaluan anak 

k. Incest, yaitu melakukan hubungan seksual sedarah atau sesama anggota 

keluarga 

l. Intimidasi seksual, mengancam akan melakukan pemerkosaan 

 
5https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2022diakses 

pada 28 September 2023. 
6 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan 

Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 156. 
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m. Pelecehan verbal, seperti mengeluarkan kata-kata cabul atau mengancam 

anak 

n. Pelecehan nonverbal, seperti melihat atau memandang korban dengan cara 

yang tidak senonoh 

Pengertian kekerasan seksual menurut WHO yaitu “setiap tindakan 

seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk 

berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan 

pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada 

seseorang”. Kekerasan seksual ini bertujuan untuk membuat seseorang agar 

terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendakinya dengan cara 

memanipulasi si korban. Maraknya terjadi kekerasan seksual terhadap anak perlu 

mendapatkan perhatian serius mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap 

anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan.7 

Keberadaan hukum pidana dalam kehidupan bermasyarakat bertujuan untuk 

memberikan rasa keamanan kepada individu maupun kelompok dalam 

melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari. Rasa keamanan yang dimaksudkan 

adalah keadaan ketenangan, tanpa adanya kekhawatiran terhadap ancaman atau 

tindakan yang dapat membahayakan satu sama lain di dalam masyarakat. 

Kerugian yang dimaksudkan disini tidak hanya terkait dengan kerugian seperti 

yang kita kenal dalam konteks hukum perdata, tetapi juga melibatkan kerugian 

terhadap kehidupan dan kesehatan seseorang. Kesehatan fisik termasuk tubuh 

 
7 Abu Huraerah, Op.Cit, hlm. 201 
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yang berhubungan dengan nyawa individu, sedangkan kesehatan mental 

mencakup perasaan dan kondisi psikis.8 

Tabel 1.2 

Data Kasus Kekerasan Seksual Anak di Indonesia Tahun 2021-2023 

 

No. 

 

Tahun 

Jumlah Kasus 

Kekerasan Terhadap 

Anak 

 

Jumlah Anak Korban 

Kekerasan Seksual 

1 2021 14.446 8.700 

2 2022 16.106 9.591 

3 2023 11.332 6.866 

Sumber: Data SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) 

Tahun 2021-2023 

 

 Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa kasus kekerasan 

seksual terhadap anak masih marak terjadi. Walaupun tidak terjadi peningkatan 

tiap tahunnya, akan tetapi angka kasus kekerasan seksual terhadap anak masih 

terbilang tinggi. Data di atas diambil dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun terakhir. 

Tercatat anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada tahun 2021 berjumlah 

8.700 anak, kemudian pada tahun 2022 berjumlah 9.591 anak, dan pada tahun 

2023 berjumlah 6.866 anak. 

Kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut:9 

 
8 Tofik Yanuar Chandra, Hukum Pidana, (Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022), hlm. 19.  
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“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula 

bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 

serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan 

dengannya atau dengan orang lain.” 

Dalam hukum pidana dikenal unsur voortgezette handeling (perbuatan 

berlanjut) yang berhubungan dengan kasus-kasus yang marak terjadi, termasuk 

kasus kekerasan seksual terhadap anak. Unsur perbuatan berlanjut diatur di dalam 

Pasal 64 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:10 

(1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan 

kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa 

sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka 

hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang 

diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. 

(2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang 

dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata 

uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu. 

 

Perbuatan berlanjut itu sendiri terdiri dari perbuatan-perbuatan pidana 

yang masing-masing adalah berdiri sendiri, akan tetapi mempunyai pertalian satu 

sama lain. Jadi masing-masing perbuatan pidana itu mempunyai tempat, waktu 

dan daluarsanya sendiri-sendiri.11 Dalam Pasal 64 KUHP dimaksudkan untuk 

mengakomodir situasi di mana seorang subjek hukum melakukan beberapa 

perbuatan yang terkait erat satu sama lain. Hal ini bermakna bahwa ketentuan ini 

berlaku ketika seseorang melakukan perbuatan pidana yang terkait erat satu sama 

lain, bukan beberapa perbuatan yang tidak terkait satu sama lain. Dalam hal ini, 

 
9 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 

LN. No. 297 Tahun 2014, TLN. No. 5606, Ps. 81. 
10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 64. 
11 Roeslan Saleh, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Aksara Baru, 1998), 

hlm. 111. 
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Pasal 64 KUHP mengatur bahwa subjek hukum hanya dapat dihukum atas satu 

perbuatan, yaitu perbuatan yang paling berat hukumannya, meskipun subjek 

hukum tersebut melakukan beberapa perbuatan.12 

Pada Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN. Mlg dengan terdakwa atas 

nama Julianto Eka Putra berjenis kelamin laki-laki, lahir di surabaya pada tanggal 

8 Juli 1972. Pada waktu-waktu tertentu antara Oktober 2009 sampai dengan Maret 

2011, bertempat di lingkungan Sekolah SMA Selamat Pagi Indonesia Jalan Raya 

Pandanrejo No. 2 RT 01 RW 06 Dusun Kajar, Desa Pandanrejo, Kecamatan 

Bumiaji Kota Batu, telah terbukti secara sah melakukan kekerasan seksual 

terhadap anak sehingga dikenakan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP terhadap 

saksi korban yang berumur 16 tahun 4 bulan sampai dengan 17 tahun 10 bulan, 

korban bersekolah di Sekolah Selamat Pagi Indonesia selanjutnya menjadi 

karyawan di tempat yang sama.  

Perbuatan terdakwa ini pertama kali terjadi pada bulan Oktober 2009 

untuk tanggal pastinya korban lupa, korban dilecehkan oleh terdakwa di atas bukit 

 
12 Tisa Windayani dan Nugroho Adipradana, “Penerapan Aturan Berlanjut Pada 

Beberapa Putusan Perkara Pidana,” Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya, hlm. 295 

https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/download/1942/998 diakses pada 

tanggal 28 September 2023 

https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/download/1942/998


8 
 

 
 

di daerah Batu di mobil terdakwa, korban pada saat hal ini terjadi berumur 16 

tahun 4 bulan. Kemudian, kejadian kedua terjadi pada akhir tahun 2009 sekitar 

pukul 23.00 WIB untuk tanggal pastinya korban lupa, tindakan pelecehan yang 

kedua ini terjadi di Lantai 4 Rooftop Sekolah Selamat Pagi Indonesia. 

Selanjutnya, kejadian ketiga pada akhir tahun 2009 sekira jam 01.00 WIB. Setelah 

itu, terjadi lagi pada tahun 2009 sekitar pukul 01.00 WIB untuk tanggal pasti 

korban lupa, perbuatan tersebut terjadi di mobil terdakwa di daerah Cangar. 

Selanjutnya, pada tahun 2009 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa menghubungi 

korban melalui HP dan menyuruh untuk menemuinya di Kampoeng Kidz, setelah 

sampai di tempat tersebut terdakwa lalu memaksa korban untuk bersetubuh 

dengannya. Kejadian berulang terus terjadi pada awal tahun 2010, sekitar bulan 

Juni 2010, sekitar bulan Juli 2010, dan sekitar awal tahun 2011 . Terdakwa 

sebelum menyetubuhi korban selalu memberi motivasi antara lain “Kamu bisa 

menjadi seorang pemimpin yang baik”, “untuk bisa menjadi berhasil perlu 

mempunyai 3 hal yaitu jujur, nurut dan setia”. Setiap selesai melakukan 

perbuatannya terdakwa mengatakan agar saksi tidak menceritakan dengan orang 

lain, namun oleh karena korban tidak kuat lagi kemudian di tahun 2021 korban 

berhenti dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia dan korban menceritakan perbuatan 

terdakwa kepada saksi-saksi yang merupakan rekan kerja korban.  

Perbuatan terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut 

karena beberapa perbuatan dan ada hubungan perbuatan yang satu dengan yang 

sebelumnya. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut dijatuhi pidana penjara 

selama 12 tahun serta dengan Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 
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Terdakwa juga dihukum membayar Restitusi kepada korban Saksi sejumlah 

Rp.44.744.623,- (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus 

dua puluh tiga Rupiah). Bahwa perbuatan terdakwa ini terdapat unsur voortgezette 

handeling (perbuatan berlanjut) sesuai dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik 

untuk mengkaji lebih mendalam Analisis Unsur Perbuatan Berlanjut 

(Voortgezette Handeling) Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak 

(Studi Kasus Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/Pn.Mlg). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka 

yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pembuktian Unsur Perbuatan Berlanjut (Voortgezette 

Handeling) dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus 

Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/Pn. Mlg)? 

2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kasus Kekerasan 

Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/Pn. 

Mlg)? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat di dalam skripsi yang 

berjudul “Analisis Unsur Perbuatan Berlanjut (Voortgezette Handeling) Dalam 

Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 
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60/Pid.Sus/2022/Pn. Mlg”, maka dapat dijabarkan tujuan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian unsur perbuatan berlanjut 

(Voortgezette Handeling) dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak 

(Studi Kasus Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/Pn. Mlg) 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis  perlindungan hukum terhadap korban 

dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak (Studi Kasus Putusan Nomor 

60/Pid.Sus/2022/Pn. Mlg). 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dapat ditarik dari tujuan penelitian diatas 

diantaranya adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian dalam skripsi ini akan menambah 

pengetahuan dan memberikan kontribusi akademik tentang analisis 

perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) dalam kasus kekerasan 

seksual terhadap anak. Serta agar dapat digunakan mahasiswa sebagai 

referensi dan bahan ilmu pengetahuan dalam pembelajaran bidang 

hukum. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

bagi semua pihak, terutama bagi individu di masyarakat dan mahasiswa 

yang ingin mengetahui lebih banyak tentang analisis unsur perbuatan 
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berlanjut (voortgezette handeling) dalam kasus kekerasan seksual 

terhadap anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah referensi 

dan literatur yang ada di bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penulis membatasi pembahasan skripsi ini agar tidak menyimpang dari 

topik yang akan dibahas mengingat luasnya jangkauan hukum pidana. Ruang 

lingkup skripsi ini terbatas pada analisis unsur perbuatan berlanjut (voortgezette 

handeling) dan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual anak pada 

Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Mlg.  

 

F. Kerangka Teori 

Adapun teori-teori yang akan digunakan penulis untuk menjawab segala 

permasalahan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum yaitu berbagai 

upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk 

memberikan rasa aman secara fisik dan pikiran kepada masyarakat dari 

gangguan dan berbagai ancaman. Dalam hal ini, perlindungan hukum 

adalah upaya yang wajar yang dilakukan oleh aparat penegak hukum 

atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman secara fisik dan 
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pikiran kepada masyarakat.13 Sedangkan padangan Philipus M. Hadjon, 

perlindungan hukum adalah tindakan untuk membantu subjek hukum 

dengan menggunakan perangkat hukum. Dalam hal ini, perlindungan 

hukum merupakan bentuk pelayanan yang harus dilakukan oleh aparat 

penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman 

kepada masyarakat secara fisik dan mental. Dalam menjalankan 

tugasnya, aparat penegak hukum harus menggunakan perangkat hukum 

yang ada untuk memberikan perlindungan kepada subjek hukum.14 

Dalam teori perlindungan hukum ini dibagi dalam beberapa 

bentuk  yaitu antara lain:15 

a. Perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan yang 

dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. 

contohnya adalah adanya peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang tindak yang dilarang dan sanksi yang diberikan 

jika melanggar. 

b. Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan yang 

dilakukan setelah terjadinya pelanggaran hukum. contohnya adalah 

penegakan hukum oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku 

tindak pidana. 

 
13 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1989), hlm. 102. 
14 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gajah 

Mada University Press, 2011), hlm. 10. 
15 Carma dan Gde Oka Dharmawan, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap 

Korban Tindak Pidana Terorisme di Bali,” UAJY, hlm. 17 diakses di https://e-

journal.uajy.ac.id/16725/3/HK111272.pdf pada tanggal 29 September 2023. 

https://e-journal.uajy.ac.id/16725/3/HK111272.pdf
https://e-journal.uajy.ac.id/16725/3/HK111272.pdf
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2. Teori Perbuatan Berlanjut (Voortgezette Handeling) 

Perbuatan berlanjut dalam hukum pidana adalah beberapa 

perbuatan pidana dilakukan oleh seseorang, dimana antara perbuatan-

perbuatan tersebut belum terpisahkan oleh waktu dan tempat, serta 

memiliki kesatuan tujuan atau maksud. Dalam hukum pidana Indonesia, 

perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 KUHP. Pasal ini menyatakan 

bahwa jika seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan 

satu kesatuan perbuatan, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai satu 

perbuatan yang sama dan dikenakan pidana yang paling berat.16 

Ada beberapa ciri-ciri perbuatan berlanjut yang dikemukakan 

oleh para ahli. Menurut E.Y. Kanter, SH., dan S.R. Sianturi, SH., 

mengatakan bahwa: 

“Ciri-ciri dari perbarengan tindakan berlanjut itu adalah: 

1) Tindakan yang dilakukan didasarkan pada satu niat (one criminal 

intention); 

2) Delik yang dilakukan jenisnya sama; 

3) Waktu antara perbuatan tidak boleh terlalu lama”.17 

Sedangkan, R.Soesilo., menyebutkan bahwa: 

“Untuk dianggap sebagai perbuatan yang dilanjutkan menurut 

pengetahuan dan perbuatan, perbuatan yang dilakukan adalah 

 
16 Alif Oksaryan Mulyana dan Diana Lukitasari, “Penerapan Aturan Perbuatan 

Berlanjut Dalam Putusan Perkara Pidana,” Recidive, hlm. 268-269, 

https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/download/67459/37781, diakses pada tanggal 28 September 

2023. 
17 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia dan 

Penerapannya,,(Jakarta: AHM-PTHM, 1982), hlm. 396.  

https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/download/67459/37781
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kombinasi dari beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang yang 

belum pernah diputuskan oleh hakim yang memiliki kekuatan hukum 

yang tetap: 

A. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan. 

B. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama macamnya. 

C. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.”18 

Pasal 64 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa jika ada 

keterhubungan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya, maka 

perbuatan-perbuatan tersebut harus dianggap sebagai satu perbuatan. 

Dengan kata lain, beberapa perbuatan yang dilakukan harus dianggap 

sebagai satu perbuatan meskipun masing-masing merupakan perbuatan 

atau pelanggaran yang berdiri sendiri.19 

3. Teori Niat 

Dalam memorie van toelichting, niat ini berkaitan dengan 

“kesengajaan” (opzettelijk), persamaan artinya dengan “dikehendaki 

dan diketahui” (willens en weten).20 Jika Actus Reus berkaitan dengan 

tindakan yang bertentangan dengan hukum, maka means rea 

melibatkan aspek-aspek yang menjadi pembuat delik, seperti sikap 

mental, yang dalam pandangan monistis tentang delik disebut sebagai 

subjektif suatu delik atau suatu kondisi psikologis pembuat.21 Means 

rea dalam hukum Inggris, Australia, Selandia Baru, dan Amerika 

 
18 Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Bogor: Politeia, 1981), hlm. 69-70. 
19  Alif Oksaryan Mulyana dan Diana Lukitasari, Op.Cit, hlm. 689 
20 Utrecht, Hukum Pidana I, (Bandung: Universitas Indonesia, 1967), hlm. 299. 
21 Utrecht, Ibid. 
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Serikat mengacu pada sikap mental pembuat, yang dalam perspektif 

monistik terhadap pelanggaran hukum disebut sebagai elemen subjektif, 

yang jika terbukti keberadaannya, menunjukkan pertanggungjawaban 

pembuat pelanggaran. Elemen-elemennya mencakup kemampuan untuk 

bertanggungjawab, kesalahan dalam arti luas (dolus dan culpa lata), 

dan ketiadaan dasar pembenaran (veronstsschuldingsgrond) yang 

semuanya menyebabkan keterlibatan pelaku dalam tindakan kriminal.22 

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode, 

yang diantaranya adalah: 

1. Jenis Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode normatif, yaitu penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-

peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada 

perpustakaan karena membutuhkan data-data yang bersifat sekunder 

pada perpustakaan. Penelitian ini berfokus pada studi kepustakaan 

dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti pasal-

pasal perundangan, berbagai teori hukum, dan pendapat para sarjana.23 

 
22 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 54. 
23 E. Saefullah Wiradiputra, Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya 

Ilmiah Hukum, (Bandung: Keni Media, 2015), hlm.5. 
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2. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan memberikan perspektif untuk menganalisis isu 

hukum berdasarkan pendapat-pendapat ahli hukum dengan 

menggunakan konsep-konsep hukum yang menjadi landasan, atau 

dengan melihat nilai-nilai yang terkandung di dalam norma-norma 

suatu peraturan-peraturan yang terkait dengan konsep yang digunakan 

dalam penelitian.24 

3. Bahan Penelitian 

 Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data 

sekunder yang berupa bahan hukum. Bahan hukum tersebut terdiri dari 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

Namun, dalam mengelola dan menganalisis bahan hukum tersebut, 

penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum harus dipertimbangkan. 

Bahan hukum sekunder dan tersier yang digunakan dalam penelitian ini 

dapat berasal dari berbagai sumber seperti buku hukum, peraturan 

perundang-undangan, kamus hukum, dan kamus besar bahasa 

Indonesia.25 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perumusan 

masalah yang diteliti. Bahan hukum primer terdiri dari: 

 
24 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 

hlm. 57. 
25 Amirudin dan Zaenal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118. 
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a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan 

Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1660); 

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3209); 

c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang  Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia No. 5606); 

d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3143). 

e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 237 Tahun 2016, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5946); 

f) Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 

60/Pid.Sus/2022/PN.Mlg 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer.26 Bahan hukum 

sekunder terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar, 

majalah, dan teori-teori hukum. Bahan Hukum sekunder antara 

lain: 

a) Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang  

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak 

b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang 

Kesejahteraan Anak 

c) Literatur hukum baik buku maupun jurnal. 

d) Pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini.  

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menunjang, 

memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder. Bahan hukum tersier antara lain: 

a) Ensiklopedia 

 
26 Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 13.  
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b) Kamus hukum (Law dictionary) 

c) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

4. Teknik Pengumpulan Bahan 

Data yang digunakan adalah data sekunder, dimana 

pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, yaitu 

mengumpulkan bahan-bahan yang sudah berbentuk tertulis yang disebut 

“bahan hukum.” 

5. Teknik Analisis Bahan 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan dengan 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian normatif yang mengacu pada norma 

hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan 

kualitatif ini dilakukan dengan cara interpretasi yang mendalam terhadap 

bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian.27 Dalam 

penelitian hukum, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan 

menganalisis bahan hukum primer dan sekunder. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir 

induktif yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat 

khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum.28 

 

 
27 Soerjono Soekanto, Ibid,  hlm. 24 
28 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 2006), hlm. 67 
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H. Sistematika Penulisan 

Sistem ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan dan 

mudah dipahami sehingga apa yang menjadi tujuan penulisan ini dapat tercapai. 

Skripsi ini berjudul: Analisis Unsur Perbuatan Berlanjut (Voortgezette Handeling) 

Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 

60/Pid.Sus/2022/Pn.Mlg, yang saya bagi ke dalam IV Bab dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini merupakan gambaran umum yang berisi tentang latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisikan uraian teoritik mengenai objek yang diteliti, yaitu 

tinjauan tentang kekerasan seksual terhadap anak dan tinjauan 

tentang perbuatan berlanjut (voortgezette handeling). 

BAB III  PEMBAHASAN 

 Bab ini membahas tentang analisis unsur perbuatan berlanjut 

(voorgezette handeling) dalam kasus kekerasan seksual terhadap 

anak serta perlindungan hukum terhadap korban kasus kekerasan 

seksual anak pada Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN.Mlg. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi ini yang berisikan 

kesimpulan dan saran dari penulis.
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